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PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa perkawinan sdelsh ikatan lehir betin antara. seorang priz
dergan seorang wanifa sebagal susmi istrd dengen itujuan mem~
bantuk keluerga yang bahsgia dsn kekal berdaserken Keiuhanan
Yang Maha Zsa, maXxa beristri lebih derl secrsng dan percerzian
sejzuh mungkin harus dihindarkas;

bahwa Pegawal Negeri Sipil adalah unsur aparetur negara, abei
riegare dan abdi masyarakat vang harus menjadi teéiacan vang be-
ik bagl masysrakat dalam tingkah laku, tindakan ¢an ketsaten
kepads persturan perundeng-undengan yang berlakuw, termasuk
menyelenggarskan kehidupon berkelusrga;

untuk depat melaksanaken kewgjiban yang demildan itu, maks
kehidupsn Pegawal Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan
yang ‘seresi, sefahtera, dasn bahagia, sehinggs setiap Pegawel
Negeri Sipll dalem melaksanakan tugesnys* ticdak akan banyak
terganggy cleh masalah-masalsh dalem keluargenya;

behwa dalam rangka usahs uniuk lebih meningkatkan dan Dene-
gakken cisiplin Pegawal Negeri Sipll serta memberikan kepestian
hukum den resa keadilan dipandang periu mengubeh beberspa

' ketentuan dalun Peratursn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
tentang Izin Perkawinan dan Perceralan bagl Pegawal Negeri

{1,
2‘

Sipil; .

_Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1045;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan (Lem-
baran Negars Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor- 3019} '

Undang-undang Nomer 8 Tahun 1574 tentang PokokX-pokok Kepe-~
gawalan (Lembaran Negare Tehun 1874 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 3641); ’

4. Peraturan ...
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 tentang Pelaksanaen
Undang-undang FNomor 1 Tahun 1974 tenteng Perkawinan (Lem-
baran Negara Tahun 1875 Nomor 12, Tambshan Lembaran Negara |
Nomor 3050);

5. Peraturen Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Weweneng
Pengengkatan,  Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
8ipil (Lembaran Negara Tshun 1975 Nomor 26, Tambaksn Lembar-
gn Negars Nomor 2058);

6. Pergiuran Pemerintah Neomor 30 Tahun 1850 tentang Persturan
Disiplin Pegawal Negerl Sipil (Lembaran Negera Tzhun 1880
Nemer 50, Tembahan Lembaran Negera Nomor 3178);

7. Peraturan Pemerintsh Nomor 10 Tahun 1583 tentang Izin Perka-
winsn dan Perceraisn begl Peguwal Negeri Sipil (Lembaran Nege-
ra Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER-
UBAEAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG 1ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAJAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL.

Pasal |

Mengubsah bebebaga ketentuen dalam Pevaturan Pemerintah Nomor 10
' Tahun 1083 tentang lzin Perkawinan dan Perceralan bagi Pegawel
 Negeri Sipil yaitn :

1. Mengubah Xketentuan PFassl 3 sehingga seluruhnys berbunyl
sebagal berikut :
"Pasal 3

(1) Pegawnl Negeri Sipil yang akan melskukan perceralan wajid
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari
Peajabat;

(2) Bagl Pegawal Negeri Sipll yang berkedudukan sebagal peng-
gugst ateu bagl Pegawal Negeri Sipil yang berkedudukan

s;zbagti vee
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sebagai terpugat untuk memperoleh izin atau surst kete~
rangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus meng-
gjukan permintaan secara tertulls;

Dalam surat pefmintaen izin atau pemberitahusn adanya
gugatan perceraian uniuk mendapatkan surat keterangan,
herus dicentumkan zlasan yang lengikep yang mendssarinya.t

2. Mengubah ketentusn Pasal 4§ sehingges seluruhnyas berbunyi

sgebagel berinu

(1

(33

(4}

"Pasal 4

Pegewal Yegeri Sipil prla yang aksn Seristri lebin dexd
seoreng, welib memperoleh izin lebih dehuiv dari Pejebar.

Pegawal Negeri Sipil wanite tidek diizinkan untuk menjedi
istri kedusa/Ketigd/keempat, o

Permintsan izin sebagaimana dimeksud dsalam ayet (1) dleju-
kan secara tertulis,

Dglam surst permintean izin gebagaimena dimaksud dalam evat
(3), harus dicantumkan selasen yang lengkap yang mendasars
permintaen lzin untuk beristr{ lebfh dari seorang”.

3. Mengubah ketentusn ayat (2) Pasal § uihingga berbunyi sebagsi
bertkut:

®{2) Setiap atasan yang mcncrimé permintaan izin deri Pegawal

Negerl Sipil dalam lingkungannya, balk untuk melakukan .

percerzian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepads FPejs~
bat melelvl saluren hierarki dalam Jjangka waxtu selambet~
lambatnys tiga bulan terhitung mulal tanggsl ia mererima
permintaan izin dimaksud".

4. Mengubeh ketentuan Pesal 8 sebagai berikut :

a,

Di antsra ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat
yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagal berikut:

*(4) Pembaglan ga)l kepada bekas Istrl tidak diberikan spabile
alasan perceraian disebabken ksrens istri berzinah,

dm LR
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dar stau istrl melakukan kekejuman atau pengsaniaysan
berat baik lahir maupun batin terhadap suami, den atau
istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang suksr
disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami
selama dua tahun berturui-turut tanpa izin suami den
tanpa slasan yang sah ateu karens hal lain & luer ke~
mampuannya”,

b. Ketentuen ayat (4) lama seleniutnys &jadikan ketenivan ayat

{5) baru.

e, Mengubeh Reteéntusn avat <(5) lama can selanjutnys cijadikan
grat (8) bdaru szhinggas berbunyi sebagsi beriku?

"(6) Ketentuan sebaguimana dimaksud dalam ayvat (%) tidak
berlaku, apabila istri meminta cersl kerena dimsedu, dan
- atau suemi berzingh, dan stau suvami melakukan kekejam~
an atau pengenisayasn berst baik lahir msupun batin ter~
hadap istri, dan atau suami menjadi pemaduk, pemadat,
dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atsu suanmd
telsh meninggelkan istri selama dua tahun berturut-turut
tanps izin istri dan tanpa alasan yang sah atsu karena

hal lgin d&i luar kemampuannya”.

d, Ketentuan- ayat (6) lama ulanjumyl diadikan ketent‘um aytt
{7) baru.

5. Mengubah ketentuan ayat (i) Pasal 9 sehingga berbunyi sebiga.i
berikut:

"(1) Pejabat yang menerima permintsan lzin untuk beristri lebih
dari seorang sebaga.mm dimaksud dalam Psasal 4 ayst (1)
wajib mcmparhaﬁkm dengan seksamg alasan-slasan yang
dikemukakan dalam suret permintaen izin dan pertimbangan
dari atasen Pegawal Negei‘i Sipil yang bersangkutan.”

8. Katentuan Pasai 11 dihapuskan se!uruhnyi.

7. Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentusn Pasal 11 baru,
dengsn mengubah ketentuan ayat (3) sehinggs berbunyi sebagsl
berikut :
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"(3) Pimpinen Bank Milik Negara dan pimpinan Baden Ussha Millik.
Negara, wajib memints izin lebih dehulu dari Presiden."

Mengubah kefentusn Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan
ketentuan Pasal 12 baru, sehingga berbunyl sebagai berikut: .

"Pagal 12

Pemberian atau penclukan pemberien {zin untuk melakuken per-
carsian zebagaimana dimaksud dalam Pesal 3 éan untuk beristyd
iebin dar! seorang sebegeimang dimaksud delem Fasal ¢ avat
(1). dilakukan oleh Pejsbat cecare tertulis delam jangka wakiu
selambat-lambeinya tlge buien terhitung mulal ia menerima per-
mintaen {zin tersebut.”

Ketentuan Pasel 14 lama selanjutnya dijediken ketentuan Pssel 13
baru.

Mengubsh Xetentuan Pasal 15 lama dan selsniutnys diledikan
ketentuen Pasal 1{ baru, sehinggs berbunyi sebagal berikut:

"pasal 14

"Pagawal Negeri Eipil dilarang hidup bersama dengsn wanits yang
bukan istrinys atau dengen pria yvang bukan suvaminyz sebagal .
suemi istri tanpa fkatan perkawinan yang ssh.”

Mengubah ketentuan Pasal 1§ lama dan selenjutnys difadikan
ketentuan Pesel 13 baru, sehinggs berbunyi sebagei berikut :

"Pasal 15

(1) Pegawai.Negerl Sipil yang melanggsr. salah setu atau lebin .
kewajiban /ketentuan Pasal 2 gyat (1), ayst (2), Pasal 3 ayst
(1), Pasal 4 ayat (1), Pessl 14, tidak melaporkan perce-
raiannya dalam jangka wektu selambat-lambatnya satu bulan
terhitung mulai terjadinya perceralen, den tidek melaporkan
perkswinonnya yang kedua/ketiga/keempat ~dalem langka
waktu selambat-lambatnys satu tahun terhitung sejak perka-
winan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman

disiplin ...
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disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tshun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Neger{ Sipil;

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal
4 ayst (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak
dengan hormat sebagal Pegawal Negerl Sipil:

'(3) Atasan yang melanggar kelentuan Pesal 5 avet (2), dan

Pejebat yvang melangger hetentuen Pasal 12, dijetuhd salah
setu hukumen disiplin berst berdasarkan Persturan Peme-
rintah Yermor 20 Tehun 1280 tentang Pereturan Disiplin
Pegowsal Negeri Sipil."

. Mengubah ketentusn Pasal 17 lama dan selanfutnya dijadiken

ketssituen Pesal 1§ beru, sehingga berbenyd sebagal berikut

"Pasal 16 .

Pegawal Negeri Sipil yang menoclak meliksanskan ketentuan pem-
bagian gajl sesuai dengan ketentuan Pasel 8, dfjatuhi salah satu
nukuman disipiin berat berdssarkan Peraturan Pemerintan Nomor
30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegewei Negeri Sipi.*

Sesudah Pasel 16 bart d&itambash satu ketentusn baru, yang
dijadikan Pasal 17 baru yang berbunyl sebegal berikut :

“Pasal 17

(1) Tats cara penjetuhen hukumsn siplin berdesarken -keten-
tuan Pasal 15 dan atau Pasal 16 Peraturan Pemerintah ini
dilaksanaken sesual dengan Perglursn Pemerintgh Nomor ‘20
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Megeri Sipil;

(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipil
terhadsp pelanggaran Peraturan Pemerintash Nomor 10 Tahun
1983 dan Peraturan Pemerintsh ini, berlaku bagi mereka yang
dipersamskan sebagsl Pegiwal Negeri Sipil menurut ketentuan
“Pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1883."

Pasal II ...
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Pasal 1l
Peraturan Pemerintoh int mulai berloku paca tenggal diundangkan,

Agar sctinp oreng mengetshuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Temerintah ini dengon penempatannys  daolam  Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Bitetopkan ¢i Jakarta
pads tanggol § September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
g,

Diundang};nn ol Jakarta ‘ ' ' SOEHARTO

péda tanggal & Secpiember 1999

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

tid.
MOERDIOND

| LEMBARAN REGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR &1

Salinen sesual dengun aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepals Bire lukum
n Perundang-undengan
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1880
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAHE NOMOR 10 TAHUN 1883 TENTANG
1ZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BACGI PEGAWAl NEGER! SIPIL

UMOM

Pegewsl Negerl Bipll sebagal unsur apsrefur negers, abdi negers, den zbdf
mesyerexet diherepkan depsat menjedi teladan yang balk bagi masvarakat dalam
tingkah laku, tncdakan, cen ketsetan kepedi persturan perundang-undengen
vang beriaku,

Ferkawinan merupakan {katzn lahir bstin antara seorang pria dan seorang wa-
rita sebagel suami letri dengan tujuan membentuk keluerge yang bahegila dan
kXekel berdesarkan Keituhanan Yeng Maha Esa,

Pegawai Negeri Sipﬁ harus mensat kew&jﬂém tertentu dalam hel hendak me-
langsungkan perkawinan, beristri lebih deri satu, dan ateu bermaksud mela-
kukan perceraian.

Sebage! unsur aparatur negara, ebdl negzrs, dan abdi mesyarakat Pegawal
Negeri Sipil delam melaksenakan tugasnys diharspkan tidak terganggu cieh
grusan kehidupan ruimak tangge/keluarganya.

Delam pelaksenzannys, beberapa Xetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1883 tidak jelas, Pegawal Negerl Sipll tertentu yang seharusnya terke-
Ba ketentusn Perstursn Pemerintsh Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar,
baik secara éeng;ja meupun tidak, terhadap ketentuan tersebut.

Di samping itu sdekalenys puls Pejabat tidak depat mengambil tindeksn yang
tegas karena ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Femerintah Nomor 10
Tahun 1983 itu sendiri, sehingga depst memberi peluang untuk melakukan pe-.
nafsiran sendiri-sendiri. Oleh karens {tu dipandang periu melakukan penyem~
purnsen dengan inemmbah dan atau mengudah bebersps ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.

Beberaps perubahen ysng dimaksud adalah mengenai kejelasan tentnngs keha~-
rusan mengsjukan permintasn izin dalam hsl aken ada percernian, larangan
bagi Pegawal Negeri Bipfl wanita untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,

pembaglan ...
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pembagian gaji sebagel akibat terjadinya perceralan yeng diharapksn dapat
lebih menjemin keacilan bagi kedua belah pihak,

Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasen terha-
dap ketentuan Peraturen Pemerintsh Nemor 10 Tahun 1983 ialsh mengenai pe~
ngertien hidup bersams yang tidak ¢latur sebslumnys, Dalam Feraturan Peme-
rinteh inl 4 samping dfberikan betssan yeng lebin leles, juge £itegaskan
bahwa Pegewal Negeri Sipil cilarang melakukan hidup bersama, Pegawal Negeri
Sipll yang =elskuken hidup bersame dijstuhi selan satu hukumsan disipiin berst
berdesarkan Persgiuran Pemerinish Nomor 30 Tshun 1380.

senginget fakicr penyebad pelangpiran terhadsp Peraturan Pemerintan Nomon
i0 Tehun 1283 berbedz~beca meka sanksl terhedes palenggaran yeng semula
berupa pemberhentian dengan hormet tidak gtas permintarn sendiri sebagal
Pegawal XNegeri Sipil, dalem Persturan Pemerintak ind aiubsh menjadi salsh
satu hukuman disipiin berat berdassrkan Persturan Pemerintsh Nomor 30 .
Tahun 1880, hal mane dimaksudkan untuk lebih memberiken rasa keadilan,

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dipersa~
makan dengan Pegawal Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peratursn
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1883 dan Peraturan Pemepintsh ini, dikenakan
pula hukuman disiplin berat berdassrkan Persturen Pemerintah Nomor 30
Tahun 1580 tentang Peraturan Disiplin Pegawal Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 3
Ayat (1) ,

Ketentuan ini berlaku begi setfap Pegawsi Negeri Sipil yang aken
melakukan percersian, yeitu bagl Pegawal Neger! Sipil ying meng-

,(aiukun gugetan perceraian (penggugst) weflb memperoleh izin lebih
dahulu darl Pejabat, sedangkan bagi Pegawal Negeri Sipll yang
menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperolsh surst

" keterangan lebih dahulu dari Pejabat ebelum‘ melakuksn perceraian,

Ayat (2) .
Permintaan izin perceraian disjukan oleh penggugat kepada Pejabat
secara tertulls melalul saluren hierarki sedangkan tergugat wsjib

me.mbeﬁfgahukm ree
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memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istrt secara
tertulis melelul seluran hierarki dalam jangka waktu selambat«lam-
betnya enam harl kerja setelah menerima gugaten perceraien,

Avat (3)
Cukup jelas _

2. Pesal %

Ayat (1}
Cuxup jelas

AVEL (2}
Ketentuan I mengandung pengsrtian behwa sslama berkeduduksn
zebegel istcl xedus/Retige/keempet dilarang menjadi Pegawai Megeri
Sipil.

Ayat ()
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jeles

3. Pesal 3

Ayat (1)

~ Cukup jelas o

Ayat (2)
Setlap atasan ysng menerima permintaan izin untuk melskukan pexr-
cersian atau untuk beristri lebih dari seorang wajidb memberikan

. pertimbangan secsra tertulis kepada Pejabat,

- Pertimbengan itu harus memuat heal-hal yang dapat digunakan oleh

Pejabat dalam mengambil keputusan, apskah permintaan {izin itu
mempunyai dau'r yvang kuat atsu tidak.
Sebagal bahan delam membuat pertimbangan, atasan yang bersang-~ |
kutan dapat meminta keterangan dari susmi/istrl yang bersangkutan -
atau dari pihek lain yang dipandang d;pat memberikan keterangan
yang meyakinkan,

4. Pasal ...
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4, Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelss
Avat (5)
Cukup lelas
Aysat (B)
Cukup jelas
Ayat (T)
Cukup jelas
4, Pasal $

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelss

Ayat (3)
Cukup jeles
6..Pasal._11..
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayst (2)
Cuknp. jelas .

Ayat (3) -
Cukup jelas

Ayat (4) ...
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- Ayat (4) -
Cuk’up jelas
7; Pesal 12

Cukup jelas

8, Pasal 4
Yeng cimaksud cengan hidup bersama adalah melakukan huﬁﬁngm se~
begal gueml isted & iuver {katan jperkawinen yveng ssh yang seolah~olah .
merupeken suaty rumal tangyga. ' :
8, Pasel 13

Ayat (1)
Cukup' jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
10, Pasal 18
Cukup jelas

11, Pesal 17

Avat (1)
Cukup jehq

Ayat (2)
. Cukup jeles

Pasal I
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3424



